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PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah merupakan unsur pentilagam
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dabdeah
karena itu maka barang daerah perlu dikelola secatartib,
efektif, efisien dan akuntabel agar dapat dimak&aatsecara
optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan o@ton
Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 T&005
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Bddaegh
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedutdalam
pengelolaan barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dah burperlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaamdafdik
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembamtuk
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatra Barahbiaan
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1@&mor
75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Unidantpr
61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang MNb®#no
Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Baera
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi, dan Rieunjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesaunt
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDesar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Irekia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegarabRikepu
Indonesia Nomor 2043);

3. ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyedeagq
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluanh d
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75pahan
Lembaran Negara Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud3 20
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-undang.....



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perberatama
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarajanse
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemR&nta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diuleadkhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 20(4nig
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &sian
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentangidtan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaragaka
Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentangaRu
Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentakgGdma
Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan &enb
Negara Nomor 3643) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dedataim
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuarbdtam
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, bedran
Lembaran Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentangaPgman
dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalagkaran
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Ta@0h 2
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4073);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentaagd&t
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtikriesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga Da
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiaim @05
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaegyand
Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan ......



16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangeRdaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telalbadh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20G&nggn
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20Qéng
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaramgalie
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahanhazan
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3&iif2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara id&aher
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indongsiaun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

18.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Cata
Penjualan Rumah Negeri;

19.Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentangbBleamn
atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tntan
Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;

20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentarak&ataan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,;

21.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 T&003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 7 &003
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir aeng
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 TaQe6
tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presigjaubik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman $zlakn
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2@dlang
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2@0fang
Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah iRsiyv

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 288tang
Pedoman Pengelolaan Barang Darah Yang Dipisahkan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2@d7ang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2@0@fang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja PemerinRédeerah
yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neéd¢@mor 11
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan MedDgam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang StandarisasinGadan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

26. Permendagri Nomor..........



27. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedore&nis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 tali0v 2entang
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Daerah Provinis Jambi Nomor 9 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN :

M enetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yagegang kekuasaan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanaksidadalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkaatibaebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

Gubernur adalah Gubernur Jambi selaku pemegangg&alin pengelolaan barang milik
daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny&bdis DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pralansbi selaku pengelola barang milik
daerah;

Kepala Biro selaku pembantu pengelola barang miderah selanjutnya disebut
pembantu pengelola adalah pejabat yang berwenang dartanggungjawab

mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan baratig da@erah yang ada pada satuan
kerja perangkat daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnygdulisSKPD, adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna barangdaéiiah;

8. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa penggarang;

9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang ddieli diperoleh atas beban APBD

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;

10. Pengelolaan Barang



10.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaiagiaken dan tindakan terhadap
barang daerah yang meliputi perencanaan, penenke&outuhan, penganggaran,
standarisasi barang dan harga, pengadaan, penympaenyaluran, inventarisasi,
pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfgearahan status hukum serta
penatausahaannya;

11.Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewengegeygunaan barang milik
daerah;

12.Penyimpan Barang milik daerah adalah pegawai yasgrahi tugas untuk menerima,
menyimpan, memelihara dan mengeluarkan barang dakkah;

13.Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugiadgk mengurus barang daerah
dalam proses pemakaian yang ada di setiap satgarpeeangkat daerah/unit kerja;

14.Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemtagni Daerah yang ditempati oleh
Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil;

15.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumushkeanrikebutuhan barang milik
daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yiamgla&i dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukankéindaemenuhan kebutuhan yang
akan datang.

16.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemerkghariuhan barang daerah dan
jasa.

17.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pemgr barang milik daerah dari
gudang ke unit kerja pemakai.

18.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yamdgullihn agar semua barang milik
daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untukhakgn secara berdaya guna dan
berhasil guna.

19.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendaliam daengurusan barang milik
daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tiretakipaya hukum.

20.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh gpeagkuasa pengguna dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik daersimisdengan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yangpbgkutan.

21.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milikndgeng tidak dipergunakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkerah (SKPD) dalam bentuk
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangoa gerah dan bangun serah guna
dengan tidak mengubah status kepemilikan.

22.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleak piain dalam jangka waktu
tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

23.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan bardagpdPemerintah Daerah dengan
Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah dalagka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu terdsgmakhir diserahkan kembali kepada
pengelola.

24.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan baidgndaarah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan rmpeaan daerah bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaagdainn

25.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang aagikah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau aararkut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jamgMeu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah bedmategunan dan/atau sarana berikut
fasiltasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

26. Bangun Serah.....



26.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang raéilall berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau saraikatdesilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakanpdiek lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati.

27.Penghapusan adalah tindakan menghapus barangdaéiieh dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang lmamgeuntuk membebaskan pengguna
dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dgguag jawab administrasi dan fisik
atas barang yang berada dalam penguasaannya.

28.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikamdparalik daerah sebagai tindak
lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, digarkan, dihibahkan atau disertakan
sebagai modal Pemerintah Daerah.

29.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barand rdderah kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.

30. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adgbengalihan kepemilikan barang
milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daelengan Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daergjamlgpihak lain, dengan menerima
penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurarggrygan nilai seimbang.

31.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang darigoentah daerah kepada pemerintah
pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemierof@rah kepada pihak lain, tanpa
memperoleh penggantian.

32.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengdémemilikan barang milik daerah
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkenjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saiaerah pada Badan Usaha Milik
Negara/daerah atau badan hukum lainnya.

33.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang thelgmbukuan, inventarisasi dan
pelaporan barang milik daerah sesuai dengan keteryang berlaku.

34.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pgaeadapencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan barang milik daerah.

35.Penilaian adalah suatu proses kegiatan peneliiag gelektif didasarkan pada data/fakta
yang obyektif dan relevan dengan menggunakan migbdes tertentu untuk
memperoleh nilai barang milik daerah.

36. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemennbderah adalah pembakuan ruang
kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendadwaas dan lain-lain barang yang
memerlukan standarisasi.

37.Standarisasi harga adalah penetapan besaran hamgaglsesuai jenis, spesifikasi dan
kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB |1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk
a. mengamankan barang milik daerah;
b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalagepsaan barang milik daerabh;
c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaambardlik daerah.

Pasal 3.......



Pasal 3
Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk

a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraaeriR@ahan dan Pembangunan
Daerah;

b. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yartgpteefektif, efisien dan akuntabel.

BAB 111
KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah merupakan sebaagiarb dari pengelolaan keuangan
daerah yang dilaksanakan secara terpisah darefmagn barang milik negara.

Pasal 5
(1) Gubernur pemegang kekuasaan pengelolaan baramkgdadiah
(2) Gubernur mengatur pengelolaan barang milik daerah.

(3) Pendaftaran dan pencatatan barang milik daerakuétéda sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaangbanilik daerah berwenang
dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksg®®elolaan barang milik
daerah.

(2) Dalam pelaksanaan pengelolaan barang sebagadimaksud pada ayat (1) Gubernur
dibantu oleh :

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;

Kepala Biro selaku pembantu pengelola;

Kepala SKPD selaku pengguna;

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasggoea;
penyimpan barang milik daerah; dan

- 0 a0 T

pengurus barang milik daerah.

(3) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaangbardik daerah mempunyai
wewenang:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daera

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemingahsa tanah dan bangunan;
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah
d

. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Hagrang memerlukan
persetujuan DPRD;

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusamdanilik daerah sesuai
batas kewenangannya;

f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerahirsédnah dan/atau bangunan.

(4) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang midécah  berwenang dan bertanggung
jawab:

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpanganiéik daerah;

b. meneliti dan......



(5)

(6)

(7)

(8)

—

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan baraiig daerah;

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeldrdperawatan barang milik
daerah;

mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusarpedandahtanganan barang
milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernun/dtau DPRD;

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventabsaang milik daerah;
melakukan pengawasan, pengendalian dan pengam#&marpengelolaan barang
milik daerah.

Kepala Biro selaku Pembantu Pengelola jugagabPusat Informasi Barang Milik
Daerah (PIBMD) bertanggungjawab mengkoordinir pé&myggaraan pengelolaan
barang milik daerah yang ada pada SKPD.

Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik @iaebarwenang dan bertanggung
jawab atas:

a.

oo

—h

mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD)R&ncana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) SKPD kepada rGubeanelalui Sekda
selaku pengelola barang;

mengajukan permohonan penetapan status penggumaamgbmilik daerah yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnyagyaah kepada Gubernur
melalui Sekda selaku pengelola barang;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang dakkah;

menggunakan barang milik daerah untuk kepentingayglenggaraan tugas pokok
dan fungsi SKPD;

mengamankan dan memelihara barang milik daerahlyarsgla pada SKPD;
mengajukan usul penghapusan dan/atau pelepasarabakg milik daerah kepada
Gubernur melalui Sekda selaku Pengelola Barang;

menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dim&afa®<KPD kepada Gubernur
melalui Sekda selaku pengelola barang;

melakukan pengawasan dan pengendalian penggbagang milik daerah yang ada
pada SKPD.

melaporkan penggunaan barang dalam jangka vegkhesteran dan tahunan kepada
pengelola.

Pengurusan barang bertugas mengurus barankg dakrah dalam pemakaian pada
masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

Penyimpanan barang bertugas menerima, memglina@nyimpan dan mengeluarkan
barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.

Pasal 7

Kepala Biro selaku pembantu pengelola barang ndblerah merupakan anggota Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).



(1)

(@)
3)

(1)

(2)

3)

(4)

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan K ebutuhan dan Penganggaran

Pasal 8
Kepala Biro dengan dibantu Unit Kerja terkait meswur
a. standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemeriratesah; dan
b. standar biaya dan harga barang.

Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimanasdinglada ayat (1) huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Standar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf btapken dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal 9

Pengguna barang merencanakan dan menyusun kebinattzeny dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAEgK$Ebagai bahan dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan BPeejah (RAPBD); Penyusunan
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) daen&ana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD), berpedonpada standar Barang,
standar kebutuhan sarana dan prasarana kerja p¢ahen daerah dan standar harga.

Pengelola melakukan koordinasi dalam penyusunard®@nKebutuhan Barang Milik
Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BardikgOMerah.

Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola memyBaftar Kebutuhan Barang
Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemelihan Barang Milik Daerah
(DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan eaeliparaan barang milik
daerah;

Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) danfiaa Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah (DKPBD), ditetapkan dengan Keggan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 10

Pengadaan barang milik Daerah dilaksanakan beidasarinsip-prinsip efisien, efekitif,
transparan, bersaing, adil dan akuntabel.

(1)

(2)
3)

(1)
(2)

Pasal 11

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dilaksar@d&h panitia pengadaan
barang/jasa pemerintah daerah

Panitia Pengadaan ditetapkan dengan Keputusan @uber

Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Kegeslgelola dan/atau SKPD
untuk menetapkan Panitia pengadaan barang/jasa.

Pasal 12
Gubernur menetapkan Panitia Pemeriksaan baranghdaer

Gubernur dapatnelimpahkan kewenangan kepada Pengelola dan/at&D Sktuk
menetapkan Panitia pemeriksa barang daerah.

Pasal 13.......



(1)
(@)

Pasal 13
Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketgrattednran perundang-undangan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yangabedsiisus dan menganut asas
keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara:

a. pengadaan/pemborongan pekerjaan ;

b. melaksankan sendiri (swakelola);

c. penerimaan (Hibah atau bantuan/sumbangan atauikewagihak ketiga); dan

d.

tukar menukar.

Pasal 15

Hasil Pengadaan barang sebagaimana dimaksud dasah 21 yang dibiayai dari APBD
dilaporkan kepada Gubernur melalui Pengelola dagiggngkapi dengan Dokumen
Pengadaan.

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

@)

Pasal 16

Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftaril HBengadaan (DHP)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

Daftar Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud patl§layigunakan untuk lampiran
perhitungan APBD
Pasal 17

Hasil pengadaan barang milik daerah sebagairyan@ dimaksud pasal 15 dilaporkan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesai pela&an;

Hasil pengadaan atau perolehan barang yangydibdari APBN yang dilaksanakan
oleh SKPD atau sumbangan pihak ketiga harus disanakepada Gubernur melalui
pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan abtsklesai serah terima.

Untuk pengadaan barang habis pakai yang dibialeh APBD dan APBN atau
sumbangan pihak ketiga harus dilaporkan kepada rGubenelalui pengelola barang
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesai stnaima.

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud padélaydilakukan pemeriksaan oleh
Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuiéa Beara Pemeriksaan.

Pasal 18

Panitia Pemeriksa Barang Daerah bertugas nikesagrmeneliti dan menyaksikan
barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratgntgdera dalam Surat Perintah
Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Bekitara Pemeriksaan.

Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1¢rdimakan sebagai salah satu syarat
pembayaran.
Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat menerima barang ddmakPKetiga yang merupakan
sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari m&sara

Pemerintah Daerah menerima barang dari Pihaigd&berdasarkan perjanjian dan/atau
pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu.

Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dumaiada ayat (1) dan (2), dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertigngan dokumen
kepemilikan/penguasaan yang sah.

(4) Pengelola atau......



(4)
(5)

(1)

(@)
(3)

(1)
(2)
®3)

(1)

(2)

Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatamantau, dan aktif melakukan
penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dundgiada ayat (2).

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud paddBydén ayat (2) dicatat dalam Daftar
Barang Milik Daerah.

BAB V
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Pasal 20

Hasil pengadaan barang Daerah yang bergerak daetan disimpan pada tempat yang
telah ditentukan oleh penyimpan barang/penguruanigaatau pejabat yang ditunjuk
oleh Kepala SKPD;

Penyimpan/pengurus Barang melakukan tugas adnaisigbenerimaan barang milik
daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

Selaku atasan langsung penyimpan/pengurus barantanpgung jawab atas
terlaksananya tertib administrasi perbendaharaaangamilik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);

Pasal 21

Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan olehalée@KPD atau Pejabat yang
ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubeuntuk ditetapkan penggunannya.

Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksu@layhlakukan setelah diperiksa
oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD).

Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pasaldkgkdin setelah diperiksa instansi
teknis yang berwenang, dengan membuat Berita Atamaeriksaan.
Pasal 22

Pengeluaran/penyaluran barang daerah oleh Pengarasg dilaksanakan atas dasar
Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan taiang-barang inventaris disertai
dengan berita acara serah terima dari Atasan laggsyang ditunjuk oleh Kepala

SKPD.

Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa bargpadkePengelola melalui Pembantu
Pengelola.
BAB VI

PENGGUNAAN
Pasal 23

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannyak penyelenggara tugas pokok dan
fungsi dan dapat dioperasikan oleh pihak lain datamgka mendukung pelayanan umum
sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkuta

(1)

(2)

Pasal 24

Status penggunaan barang milik daerah untudtmganasing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Penetapan status penggunaan barang milikldaetmagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. pengguna melaporkan barang milik daerah yategimia kepada pengelola disertai
dengan usul penggunaannya; dan

b. pengelola....
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(@)

@)

b. pengelola meneliti usul penggunaan sebagairdanaksud pada ayat (2) huruf a,
untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 25

Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bandimlarkan dengan ketentuan
bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kegemtpenyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuaggpea barang.

Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barartgmejiyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksial ayat (1) kepada Gubernur
melalui Pengelola.

Pasal 26

Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak menyerati&aah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pdeokfungsinya kepada Gubernur
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemelihdaadaau bangunan dimaksud.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sasyes pokok dan fungsi SKPD
dicabut penetapan status penggunaannya dan dapbkain kepada SKPD lainnya.

BAB VI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan
Pasal 27

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangyaag tidak dimanfaatkan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dapaardamtkan oleh pihak ketiga
melalui Pengelola Barang setelah mendapat perset@ubernur.

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangyaag tidak dimanfaatkan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dapaardamtkan pihak ketiga setelah
mendapat persetujuan pengelola barang.

Pemanfaatan Barang milik Daerah dilaksanakan barkias pertimbangan teknis
dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerakegemtingan umum.

Pasal 28

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Daerah tzerup

a.

®© a0 o

sewa;
pinjam pakai;

kerjasama pemanfaatan;
bangun guna serah; dan
bangun serah guna.

Bagian Kedua......
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Bagian Kedua
Sewa
Pasal 29

(1) Barang milik Daerah, baik barang bergerak maupulaktibergerak yang belum
dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewa&kmada Pihak Ketiga sepanjang
menguntungkan Daerah.

(2) Barang milik Daerah yang disewakan tidak merubatusthukum/status kepemilikan.

(3) Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasalitetagkan dengan Keputusan
Gubernur dan dapat dilimpahkan kepada Pengelola.

(4) Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian taaalatéu bangunan, selain tanah
dan/atau bangunan yang masih dipergunakan olehgpeag dilaksanakan oleh
pengguna setelah mendapat persetujuan dari peagelol

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah padntal5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjssgi®a-menyewa, yang sekurang-
kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa atahka waktu;

c. biaya operasional dan pemeliharaan selama janghkduwzenyewaan tanggung
jawab penyewa

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
(7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.
Pasal 30

(1). Pemanfaatan Barang milik Daerah selain disewaklaagsémana yang disebutkan pada
pasal 29 dapat dikenakan retribusi atas pemanfaataggunaan barang tersebut.

(2) Retribusi atas pemanfaatan / penggunaan bam@ilgdaerah sebagaimana disebutkan
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pinjam Pakai

Pasal 31

(1) Barang milik daerah yang belum dimanfaatkanatiggpinjampakaikan kepada instansi
pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan petakan daerah.

(2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa taratiatau bangunan maupun selain tanah
dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelolaketedndapat persetujuan Gubernur.

(3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tida&rubah status kepemilikan barang
daerah.

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik dagpahng lama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang.

(5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasadaat perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;

c. jangka waktu......



C.
d.

e.

jangka waktu peminjaman;
biaya operasional dan pemeliharaan selamaganwgktu peminjaman tanggung
jawab peminjam ; dan
persyaratan lain yang dianggap perlu.
Bagian Keempat
Kerjasama pemanfaatan
Pasal 32

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dendaakpain dilaksanakan dalam rangka :

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barandx Raierah;
b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 33

(1) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksamdengan cara:

a.

C.

kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah atashtdaa/atau bangunan yang
telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bénbatang;

kerjasama Pemanfaatan atas sebagian tanah dardategunan yang masih
digunakan oleh Pengguna Barang;

kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daeramgal@ah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daeralgaghana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setetaidapat persetujuan Gubernur.

)

(1)

Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daeralgaghana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna Baramgjabe mendapat persetujuan
Pengelola Barang.

Pasal 34

Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerarksditeekan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a.

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dafamggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasionalpkaraan/perbaikan yang
diperlukan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud;

mitra kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melaluietreddngan mengikutsertakan
sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat keawalik Barang Milik Daerah
yang bersifat khusus (pengembangbiakan/pelestaatma langka, pelabuhan laut,
pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan staana olah raga) dapat
dilakukan penunjukan langsung;

dalam hal telah diumumkan 2 kali, peserta kurang®adapat dilakukan pemilihan
langsung dan/atau penunjukan langsung dengan masgbaik teknis maupun harga;

mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kosirietap ke Rekening Kas
Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengopergang telah ditetapkan dan
pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan;

besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagiantkngan hasil Kerjasama
Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tingydibentuk oleh pejabat yang
berwenang;

besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagiantkngan hasil Kerjasama
Pemanfaatan harus mendapat persetujuan PengelalagBa

(2) Biaya pengkajian......
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(@)
3)

(4)

(5)
(6)

(1)

(2)

Biaya pengkajian, penelitian, penaksir, pengumutakmg, dan IMB dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;

Biaya yang berkenaan dengan penyusunan MOU, semjainpan, konsultan Perencana,
konsultan pelaksana/pengawas dan pelaksanaan pgummaandibebankan pada pihak
Ketiga;

selama jangka waktu pengoperasian, mitra KerjasadA@nanfaatan dilarang
menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daeaaigymenjadi obyek Kerjasama
Pemanfaatan;

Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lamatig@ puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Setelah berakhir jangka waktu kerja sama pemamfa&abernur menetapkan status
penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangesaai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bangun Guna Serah

Pasal 35
Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah dapat ditzdsan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitatik kepentingan
pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugak mtzia fungsi.

b. Tanah milik pemerintah daerah yang telah diserah&kmih pengguna kepada
Gubernur.

c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangdaarfasilitas dimaksud.

Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimammkdud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mengapsdtujuan Gubernur.

Pasal 36

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daeradgaebasil dari pelaksanaan Bangun
Guna Serah dilaksanakan oleh Gubernur dalam rapgkgelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(1)
(2)
3)
(4)
(5)

Pasal 37

Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 fufah) tahun sejak perjanjian
ditandatangani.

Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan lumetander dengan
mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pafpetninat.

Dalam hal setelah diumumkan 2 kali, peserta kudarg5, dapat dilakukan pemilihan
langsung/penunjukan langsung dengan negosiastddaiks maupun harga.

Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilakukan dengama pemilihan
langsung/penunjukan langsung sebagaimana dimalesladgyat (2).

Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkannselmngka waktu pengoperasian
harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerahiagetahun, yang
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil pagah tim penilai yang dibentuk
oleh Gubernur;

b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindaht&agaobjek Bangun Guna
Serah;

c. memelihara objek.....
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(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(1)

(2)

(1)

(2)

c. Memelihara objek Bangun Guna Serah.

Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagiannBavilik Daerah hasil Bangun Guna
Serah harus dapat digunakan langsung untuk pemgsesan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan daerah.

Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkant f#ganjian yang sekurang-
kurangnya memuat :

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. Objek Bangun Guna Serah;

c. Jangka waktu Bangun Guna Serah;

d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalamapgan;
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Izin Mendirikan Bangunan terhadap Bangun Gurexals harus diatas namakan
Pemerintah Daerah.

Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Guna Sewaip ipeliputi pembentukan panitia,
pengumuman, penilaian aset, kajian dan lain sebggaiibebankan dalam APBD.

Biaya persiapan (penyusunan MOU, Surat Pesjaijontrak dan lain sebagainya) dan
pelaksanaan Bangun Guna Serah tidak dapat dibebgd@a Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Objek Bangun Guna Serah berupa tanah dankdagunan tidak boleh dijadikan

jaminan dan/atau agunan.

Hak Guna Bangunan diatas hak pengelolaan rmgilnerintah Daerah dapat dijadikan

jaminan dan/atau diagunkan sesuai dengan pergtarandang-undangan.

Pasal 38

Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harweyerahkan objek Bangun
Guna Serah kepada Gubernur pada akhir jangka wakigoperasian, setelah dilakukan
audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintabh;

Tata cara pelaksanaan Bangun Guna Serah diatuanl®sgaturan Gubernur
Bagian Keenam
Bangun Serah Guna

Pasal 39
Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilakkan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fagiliagk kepentingan pelayanan
umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dagsifun

b. tanah dan atau bangunan milik pemerintah daeraly yalah diserahkan oleh
pengguna kepada Gubernur;

c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangdaarfasilitas dimaksud.

Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimamemkdud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mengapsdtujuan Gubernur.

Pasal 40

Status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai Hasilpelaksanaan Bangun Serah Guna
ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggatagas pokok dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 41.......
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(1)
(2)
@)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

9)

(10)

(11)

Pasal 41

Jangka waktu Bangun Serah Guna paling lama 30 gufah) tahun sejak perjanjian
ditandatangani.

Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan lumetander dengan
mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pagetinat

Dalam hal setelah diumumkan 2 kali peserta kuraarg% dapat dilakukan pemilihan
langsung atau penunjukan langsung dengan negbsiagieknis maupun harga.

Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkamnsljangka waktu pengoperasian
harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah setapur, yang besarannya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yaibgnduk oleh pejabat yang
berwenang;

b. Memelihara objek Bangun Serah Guna.

Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian BaraligDéerah hasil Bangun Serah
Guna harus dapat digunakan langsung untuk penygdeagn tugas pokok dan fungsi
pemerintahan daerah.

Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan ser@njmn yang sekurang-
kurangnya memuat :

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. Objek Bangun Serah Guna;

c. Jangka waktu Bangun Serah Guna,;

d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalanapgan;
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Serah Guradadiatasnamakan Pemerintah
Daerabh.

Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Serah Gunanyalyguti pembentukan panitia,
pengumuman, penilaian aset, kajian dan lain sebggaiibebankan dalam APBD.

Biaya persiapan (penyusunan MOU, Surat Perjanjiantitak dan lain sebagainya) dan
pelaksanaan Bangun Serah Guna dibebankan pada gegntander atau pihak yang
ditetapkan sebagai mitra Bangun Serah Guna.

Objek Bangun Serah Guna berupa tanah tidak bolgdikian jaminan utang /
diagunkan.

Hak Guna Bangunan diatas hak pengelolaan milik Fetab Daerah dapat dijadikan
jaminan dan/atau diagunkan sesuai dengan pergtarandang-undangan.

Pasal 42

Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanalsgan ketentuan sebagai berikut:

a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objekgBarSerah Guna kepada
Gubernur segera setelah selesainya pembangunan,;

b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan BadikgDaerah tersebut sesuai
jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian

c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, @dgelgun Serah Guna terlebih dahulu
diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemériDi@erah sebelum penggunaannya
ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII........



(1)

(2)

(1)
(2)

@)

(1)
(2)

BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal 43

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuaggute Barang wajib melakukan
pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalamguasaannya

Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimademlmayat (1) meliputi :

a. pengamanan administrasi dengan melengkapi dokunegenklikan (sertifikat
tanah, BPKB, dan dokumen lainnya);

b. pengamanan fisik meliputi : pemagaran, pematokadédabatas dan tanda
kepemilikan;

c. pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila tegathnggaran hak atas
barang milik/dikuasai Pemerintah daerah.
Pasal 44

Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertik&atatas nama Pemerintah daerah.

Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengit@pgan bukti kepemilikan atas
nama Pemerintah Daerah.

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangurems dilengkapi dengan bukti
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
Pasal 45

Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpdengan tertib dan aman.

Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daeraiupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Pengelola Barang yang dilaksanaketmBembantu Pengelola Barang.

(3) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daeraas tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Pembantu Pengelola Barang.
Pasal 46
Barang milik Pemerintah daerah diasuransikan sdslaituhan dan kemampuan keuangan
daerah.
Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 47
(1) Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa RPengawang bertanggung jawab
atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang adawab penguasaannya.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (@dmenan pada Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang (DKPB).
(3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankadapAnggaran Pendapatan dan

(1)

Belanja Daerah.

Pasal 48

Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib naémafiar hasil pemeliharaan
barang yang berada dalam kewenangannya dan medapdeftar hasil pemeliharaan
barang tersebut kepada Pengelola secara berkala.

(2) Pembantu......



(2) Pembantu Pengelola Barang meneliti laporéagamana dimaksud pada ayat (1) dan
menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yanduliéam dalam 1 (satu) tahun
anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasyemanefisiensi pemeliharaan
Barang Milik Daerah.

Pasal 49

(1) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah semagadimaksud dalam Pasal 47
dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan DPA SKPD

(2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dinpksla ayat (1) pasal ini
berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan g&aearah (DKPBD)

Pasal 50
(1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna bertanggung jaab membuat daftar hasil
pemeliharaan barang dalam lingkungan  wewenangnya n dawajib

melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaaang tersebut kepada Pengelola
secara berkala.

(2) Pembantu Pengelola Barang meneliti laporan dan usemydaftar hasil pemeliharaan
barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggdifadikan sebagai laporan bahan
evaluasi.

Pasal 51

(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atamddainnya yang merupakan
peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintagmerintah Daerah dan masyarakat
wajib dipelihara.

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimalesial ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimamakslid pada ayat (2), dapat
bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

BAB I X
PENILAIAN
Pasal 52

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam ramgkngamanan dan penyusunan neraca
daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barbk@aerah.

Pasal 53

(1) Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangkagpemanan dan penyusunan
neraca pemerintah daerah

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksdh ayat (1) dilakukan dengan
berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia ($ah dilaksanakan oleh Penilai
Independent yang bersertifikat.

(3) Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah dilakukan ddmgi@edoman pada Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 54.......



(1)

(2)

)

(4)

(5)
(6)

(1).

(2).

3).

(4).

(5)

Pasal 54

Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/dtamgunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan otehinternal yang ditetapkan oleh
Gubernur, dan/atau oleh Penilai independent yangehtifikat dibidang penilaian aset.

Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksada ayat (1) dilaksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi igemakan NJOP dan harga pasaran
umum.

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/dbamgunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang
ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan|&emdependent bersertifikat
dibidang penilaian asset.

Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimakgsada ayat (3) dilaksanakan
untuk nmendapatkan nilai wajar dengan estimasi ehgrgsaran umum dikurangi
penyusutan dengan memperhatikan kondisi fisik tess¢but.

Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimanaatisnd pada ayat (1) dan ayat (3)
ditetapkan oleh Gubernur.

Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimakpada ayat (1) dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
BAB X
PENGHAPUSAN
Pasal 55

Barang milik Daerah yang sudah rusak dan takgbat dipergunakan lagi, hilang/mati,
tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, barlebhembahyakan keselamatan,
keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota d&tau alasan lain yang

menyebabkan pemanfaatan barang tersebut kurantf effiek efisien dapat dihapuskan
dari daftar inventaris.

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa &esigg
b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayair(#)a dilakukan dalam hal Barang
Milik Daerah  sudah tidak berada dalam penguasaangdtina Barang/Kuasa
Pengguna.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayatr(2)o dilakukan dalam hal Barang
Milik Daerah akan beralih kepemilikannya, terjaddnpusnahan atau karena sebab-
sebab lain.

Penghapusan Barang Daerah dengan tindak la@palan, tukar menukar, hibah, dan
penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan Keputasbernur setelah mendapat
persetujuan DPRD, kecuali untuk hal-hal yang batgifiusus yaitu :

a. dikuasai negara atau pihak lain berdasarkan kepuofosngadilan;

b. tanah dan bangunan rumah golongan Ill yang akaraldjepada PNS / Pensiun
PNS;

c. tanah kavelingan PNS ;

d. selain tanah dan bangunan yang keseluruhannyalddesampai dengan Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

e. bangunan yang.....
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(6).

).

8).

(1)

(2)

(1)

(2)

)

e. bangunan yang dihapuskan karena anggaran kmEmguengganti sudah tersedia
dalam dokumen penganggaran.

Pelaksanaan penghapusan barang daerah dt@ar dafentaris sebagai tindak lanjut
penjualan kendaraan bermotor dan rumah dinas dagohingan Il dilaksanakan
setelah harga penjualannya dibayar lunas oleh pgemhe

Pemusnahan barang inventaris yang sudah dhapwsebagaimana dimaksud ayat (5)
huruf e dilaksanakan oleh pengguna barang dengamtusan dari pengelola barang
atas nama Gubernur.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaldaidys (7) dituangkan dalam Berita
Acara dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 56

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6@ pyaruf a diusulkan oleh
Pengguna Barang dan ditetapkan oleh Gubernur.

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6&pyaruf b diusulkan oleh
Pengelola Barang dan ditetapkan dengan surat ksgrutaubernur.

Pasal 57

Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak tigggmusnahan dilakukan apabila
Barang Milik Daerah dimaksud tidak dapat digunakadgk dapat dimanfaatkan, dan
tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan laumes&stentuan perundang-undangan.

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (19akan oleh Pengguna Barang
dengan surat keputusan dari Pengelola Barang Betedladapat persetujuan Gubernur.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pad2)aituangkan dalam Berita
Acara dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XI
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Kesatu
Bentuk-Bentuk dan Per setujuan Pemindahtanganan
Pasal 58

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindaktlatas penghapusan barang milik
daerah, meliputi:

a.
b.
C.
d.

(1)

penjualan/pelelangan;

tukar menukar;

hibah; dan

penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 59

Pemindahtanganan barang milik daerah sebagainthmaksud dalam Pasal 58,
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mandpprsetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, untuk:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan keseluruhanra@g ybernilai lebih dari
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

(2) Pemindahtanganan.....
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(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupghtdan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memarysersetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, apabila:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayahpataataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangpeagganti sudah disediakan
dalam dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan

e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilayn telah memiliki kekuatan
hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan pergnaatangan, yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secaraekus.

Pasal 60
Pemindahtanganan barang milik daerah selain taaafa@u bangunan yang keseluruhannya
bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (limkamiupiah), dilakukan oleh pengelola
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Bagian kedua
Penjualan/Pelelangan
Pasal 61
(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakamaemertimbangan:
a. untuk optimalisasi barang milik daerah yandetxn atau idle;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi dagralbila dijual; dan
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan paghutaangan.

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan selsdaag, kecuali dalam hal-hal tertentu.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada gyae(@uti :
a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejagataje

b. penjualan rumah golongan lll; dan
c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkaihlédmjut oleh Gubernur.

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebegam dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundanggemla

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Pasal 62

Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipéguirmdeh Pejabat Daerah yang berumur
5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unitp&da yang bersangkutan setelah masa
jabatannya berakhir.

Paragraf 2
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 63
Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas operasional:

(1) Penghapusan/Penjualan kendaraan dinas opeabiaodtiri dari:
a. Kendaraan dinas operasional; dan
b. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;

(2). Kendaraan dinas......
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(@)
3)
(4)
(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

Q)

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada(Byatyang berumur 10 (sepuluh)
tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaaisibg milik daerah.

Kendaraan Dinas Operasional yang belum berubufsepuluh) tahun karena rusak
berat dan tidak efisien lagi untuk keperluan didagat dihapus dari Daftar Inventaris

Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksudayatiél), dilaksanakan setelah dihapus
dari daftar inventaris barang milik daerah.

Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaidimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan tesbgeng ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan skbagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah ada kendaraan pengganti dan/atau tidaggaeggu kelancaran pelaksanaan
tugas.

Pasal 64

Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan pimpoem anggota DPRD dapat
dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai rbakd 5 (lima) tahun dan
kendaraan telah berumur 5 (lima) tahun.

Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimandslichgada ayat (1) hanya 1
(satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluhjtah

Pasal 65

Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangas dian pelelangan kendaraan dinas
operasional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnyads¥aerah.

Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan denggputusan Gubernur setelah
harga penjualan/sewa-beli Kendaraan dimaksud diluna

Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operldilaksanakan sekaligus.
Pasal 66

Tatacara penjualan kendaraan dinas sebagaiman&dglichdalam Pasal 65 dilakukan dengan

cara:

a.

kendaraan Dinas Operasional yang telah memenuhatsyenur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 dapat dihapus/dilelang kepada Pedkgari yang telah memenuhi masa
kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasogiun dan yang pensiun
mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebageirdimaksud pada huruf a.

kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaiman&silichhuruf a hanya 1 (satu) kali.

d. Kendaraan Dinas Operasional yang belum berumusdgu{uh) tahun karena rusak berat

(1)

dan tidak efisien lagi untuk keperluan dinas daliigapus dari Daftar Inventaris.

Pasal 67

Harga penjualan kendaraan perorangan dinas yarakalipejabat daerah ditetapkan
sebagai berikut :

a. untuk kendaraan yang berumur 5 (lima) tahun samip@ujuh) tahun ditetapkan
sebesar 40 % dari harga pasaran umum yang ditetaphamk membayar pajak
kendaraan/BBNKB oleh Menteri Dalam Negari;

b. Untuk......
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(2)

(1)
(@)

(1)
(@)

b. untuk kendaraan yang berumur 7 (tujuh) tahun keditatapkan sebesar 20% dari
harga pasaran umum yang ditetapkan untuk pembayajak kendaraan/BBNKB
oleh Menteri Dalam Negeri.

Harga penjualan kendaraan dinas operasional diatagiengan memperhitungkan nilai
susut kendaraan dari instansi teknis dikalikan denfarga pasaran umum yang
ditetapkan untuk pembayaran pajak kendaraan/BBNIEB klenteri Dalam Negeri.

Paragraf 3
Penjualan Rumah Dinas Daerah
Pasal 68

Gubernur menetapkan golongan rumah dinas klas®suai dengan peraturan
perundang- undangan.

Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimearakslid pada ayat (1), terdiri dari:

a. rumah dinas daerah golongan | (rumah jabatan);

b. rumah dinas daerah golongan Il (rumah instadar)

c. rumah dinas daerah golongan Il (perumahanvaga

Pasal 69

Gubernur menetapkan penggunaan rumah milik Daerahgash memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan/penetapan status rumah-rumah daerah desgan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 70

Penjualan rumah milik Daerah memperhatikan pengg@o rumah dinas sesuai peraturan
perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkgard&eputusan Gubernur.

(1)

(2)

®3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 71
Rumah Dinas Daerah yang dapat dijual-belildalah :

a. Rumah Dinas Daerah Golongan Il yang telah diubdbng@annya menjadi Rumah
Dinas Daerah Golongan lll;

b. Rumah Dinas Daerah Golongan Ill yang telah berubfusepuluh) tahun dapat
dijual/disewa-belikan kepada Pegawai.

Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yancghsmémpunyai masa kerja 10
(sepuluh) tahun dan belum pernah membeli atau reeigh rumah dengan cara
apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah.

Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghomegeng Surat ljin Penghunian
(SIP) yang ditetapkan oleh Gubernur dan telah memghenepati minimal selama 10
(sepuluh) tahun berturut-turut dan telah melunasilpayaran sewa.

Rumah Dinas Daerah yang dibangun di atas tanah ty@aig dikuasai oleh Pemerintah
Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah tetr$@lous diproses tersendiri sesuai
dengan ketentuan peraturan perindang-undangan.

Pasal 72

Harga Rumah Dinas Daerah Golongan IIl bessda tidak beserta tanahnya ditetapkan
oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan peEmilang dilakukan oleh Panitia
yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pelaksanaan penjualan/sewa beli Rumah Dir@sab Golongan Il ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Pasal 73.......



(1)
(2)

@)

(1)

(@)
®3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(1)

(2)

Pasal 73

Pelunasan harga penjualan rumah dan tanaksdiakan selambat-lambatnya 10
(sepuluh) tahun.

Hasil penjualan Rumah Dinas Daerah golongbhddh Tanah Milik Daerah disetorkan
sepenuhnya ke Kas Daerah.

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusabaléar Inventaris ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur setelah harga penjualan sewatasltanah dan/atau bangunannya
dilunasi.

Paragraf 4
Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
Pasal 74

Setiap pelepasan hak atas tanah dan atagutam yang dikuasai oleh Daerah, baik
yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapptodes dengan pertimbangan
menguntungkan Pemerintah Daerah bersangkutan deagan

a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual).
b. pelepasan dengan tukar menukar /ruislag/ tukanguli

Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksudapaid&l) huruf a , ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pei@etDPRD.

Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksudaypaidél) huruf b dilaksanakan
dengan pertimbangan untuk kepentingan operasios@ygbenggaraan pemerintahan,
optimalisasi pemanfaatan Barang milik Daerah, perayalokasi dan tidak tersedianya
dana pembanguanan dalam APBD.

Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksuchyatdél) dilaksanakan dengan
cara lelang/tender.

Perhitungan perkiraan nilai tanah harus mengun@mgRemerintah Daerah dengan
memperhatikan nilai jual obyek pajak dan harga f@asamum setempat.

Dalam menentukan perkiraan nilai tanah sebagaindgmaksud ayat (5) ditetapkan
oleh tim penilai.

Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunanagiketn oleh Gubernur berdasarkan
nilai/taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksing dibentuk dengan Keputusan
Gubernur.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi pedapahak atas tanah yang telah ada
bangunan Rumah golongan lll di atasnya.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar
Pasal 75

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanad@mgan pertimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelengg@@aerintahan daerah;

b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan

c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan elanjB Daerah.

Tukar menukar barang milik daerah dapat ditakudengan pihak :

a. pemerintah dengan pemerintah daerah;

b. antar pemerintah daerabh;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukulik pemerintah lainnya;
d. swas@frangan.......



(1)

(2)

d. Swasta/perorangan.
Pasal 76
Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :

a. tanah dan atau bangunan yang telah diserahkarKelgdla SKPD kepada Gubernur
melalui Pengelola;

b. Tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakaik penhyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai derigta ruang wilayah atau
penataan kota;

c. Barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat f{aksanakan oleh Pengelola
setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuaikeatamangannya

Pasal 77

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dinthkalam Pasal 76 ayat (1) huruf a
dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagéut :

a.

Pengelola mengajukan usul tukar menukar barand rdderah berupa tanah dan/atau
bangunan kepada Gubernur disertai alasan/pertinabasten kelengkapan data;

Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur, m&netlan mengkaji
alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanafat@a bangunan dari aspek teknis,
ekonomis dan yuridis;

apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang kberlaGubernur dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkaahtalan/atau bangunan yang
akan dipertukarkan;

tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakéglah mendapat persetujuan
DPRD;

Pengelola melaksanakan tukar menukar dengan bemaedpada persetujuan Gubernur;

pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dandg@engganti harus dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 78

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dinthkbada Pasal 76 ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

(1)

(@)

Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada B&ngéisertai alasan dan
pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkdjiam intern instansi pengguna
barang;

Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangarunya tukar menukar tanah
dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis wlistis;

apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang kherlaPengelola dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kawgannya;

Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpagmda persetujuan Pengelola;
Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalata Berah Terima Barang.
Pasal 79

Tukar menukar antara Pemerintah dengan Pemerida@hah dan antar Pemerintah
Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, makhsi nilai lebih dimaksud dapat
dihibahkan;

Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimanaattisnd ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat.....
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(2)
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Bagian Keempat
HIBAH
Pasal 80

Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengamimpeangan untuk kepentingan
sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaeaeatintahan.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haruemdmsyarat sebagai berikut :
a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerabh;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidumg banyak;

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugakokpodan fungsi dan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Pasal 81
Hibah barang milik daerah dapat berupa :

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkarKelgila Satuan Kerja Perangkat
Daerah kepada Gubernur;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaadmgacanakan untuk
dihibahkan;

c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserablklh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Pendgéobng;

d. selain tanah/atau bangunan yang dari awal pengagaadirencanakan untuk
dihibahkan.

Penetapan hibah sebagaimana dimaksud paddlaylatiruf a dan huruf b dilakukan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetGubernur.

Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud paala (&y huruf ¢ dan huruf d,
dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mengegraetujuan dari Pengelola
barang.

Hibah barang milik daerah diluar kepentinganum dan/atau yang memiliki nilai
keseluruhan diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima mjlyhAlaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRD.
Bagian Kelima
Penyertaan M odal Pemerintah Daerah

Pasal 82

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barargda#grah dilakukan dalam rangka
pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerjaBatsaha Milik Negara/Daerah
atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pentahirdan swasta.

Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayatk@luse dialihkan wajib dinilai
oleh Tim Penilai Internal dan atau dapat dilakukdeh Lembaga Independen yang
bersertifikat di bidang penilaian aset.

Barang milik daerah yang dijadikan sebagai pengartmmodal daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mandap
persetujuan DPRD.

Pasal 83

Barang daerah yang digunakan untuk melayani kepgani umum dilarang digadaikan,
dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

BAB XIL.......
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BAB XlI
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 84

Pengguna dan/atau kuasa pengguna melakukan peadaftan pencatatan Barang
Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBRfiar Barang Kuasa Pengguna
(DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengelola dan atau pejabat yang ditunjuk menghinpemecatatan Barang Milik Daerah
dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggglom barang dan kodefikasi
barang.

Penggolongan dan kodefikasi Barang Daerah sebagaidiemaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
I nventarisasi
Pasal 85

Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisakatdap seluruh barang milik daerah,
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (liputiepencatatan, penilaian dan
pendokumentasian dan penggunaan barangmilik daerah.

Kepala SKPD bertanggungjawab untuk menginventarisauruh barang milik
daerah/barang inventaris yang ada di lingkungaggamgjawabnya.

Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimanmaksud pada ayat (3),
disampaikan kepada pengelola melalui Kepala Bicarsepriodik.

Pasal 86

Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalasal 85 dilaksanakan oleh Biro
yang mengelola barang milik daerah.

Biro yang mengelola Barang Milik Daerah sebagaisgbunventarisasi barang milik
daerah, bertanggungjawab untuk menghimpun hashiavisasi barang milik daerah.

Pasal 87

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sensus baeergh sekali dalam 5 (lima)
tahun untuk mendapatkan Buku Inventaris dan Bukduk Inventaris beserta
rekapitulasinya.

Pengguna barang wajib melaksanakan sensus baramghdsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk SKPD yang bersangkutan.

Biro yang mengelola Barang Milik Daerah sebagaisgbunventarisasi barang milik
daerah, bertanggungjawab atas koordinasi pelaksa®gesus barang.

Pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimanayptda) adilakukan dengan cara
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pelaksanaan sensus barang daerah ditetapkan deeigdaran Gubernur.

Bagian Ketiga......



(1)
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3)

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 88
Pengguna /kuasa pengguna barang menyusun lapoearglsmesteran dan tahunan.
Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampailggada Gubernur melalui
Pengelola.
Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimal§gid2) menjadi laporan barang
milik daerah (LBMD)

Pasal 89

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan badaegah melalui pendaftaran, pencatatan,
dan pelaporan agar diperoleh data yang akurat sditekan Program SIMBADA (Sistem
Informasi Manajemen Barang Daerah) sesuai ketergaeaturan perundang-undangan yang
berlaku.
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(4)

(5)

(6)
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BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 90

Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolasnd daerah dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarbgalagu;

Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelddasng daerah dilakukan oleh
Gubernur dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepal® Bfrepala Unit Kerja/Satuan Kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undgagg berlaku.

Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerahkdita&leh Gubernur.

Pengawasan fungsional dilakukan oleh Tim pengawasgsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatanpearindahtanganan barang
milik daerah Pengelola barang berwenang untuk m&kak pemantauan dan investigasi
atas pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan dan dpbtaimganan barang milik
daerah.

Dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan baraikgdairah dilakukan pengawasan
yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 91

Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertdshadap penggunaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaanjh@easet dan pengamanan barang
milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagainmaalesud pada ayat (1) untuk
kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh PenggunanBara

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapaintmeaparat pengawas
fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hgsemantauan dan penertiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang merinpekhasil audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundastaygan.

Pasal 92

Pengelola barang berwenang untuk melakukanap&man dan investigasi atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemingkamdan barang milik daerah
dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatanpei@indahtanganan barang
milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

(2) Sebagai.....
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Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimakswth myat (1) pengelola barang dapat
meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukadit atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganarm maildndaerah;

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayali$2mpaikan kepada Pengelola barang
untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundandangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 93

Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang dagissgtiakan biaya operasional yang
dibebankan pada APBD;

Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan peadapgan penerimaan daerah
diberikan biaya upah pungut/uang perangsang/irfisegpiada aparat pengelola barang
yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tunjangan bagi Penyimpan barang, pengurus baramg képala gudang dalam
melaksanakan tugas dengan memperhatikan kemapusndgen daerah diberikan
tunjangan insentif besarnya ditetapkan dengan KispatGubernur.

BAB XV
TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 94

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalaau/pelanggaran hukum atas
pengelolaan barang milik daerah diselesaikan mdiahtutan ganti rugi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daeradgs@inana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sgmkiana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan gadang Penyimpan barang atau
bendaharawan barang lalai membuat perhitungan, teaky dberikan teguran 3 (tiga)
kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dikenakamtutan ganti rugi

Dalam hal penyimpan barang meninggal, melarikan dbau berada dibawah
pengampuan, lalai membuat perhitungan yang telabritan teguran 3 (tiga) kali
berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum menyakgraiperhitungan, dikenakan
Tuntutan Pengamanan Barang Daerah

Ketentuan mengenai Tuntutan Perbendaharaan darutinnGanti Rugi ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur

BAB XVI
SENGKETA BARANG DAERAH
Pasal 95

Penyelesaian terhadap Barang Daerah yang ngkesa, dilakukan terlebih dahulu
dengan cara musyawarah atau mufakat oleh Unit fSafaan Kerja atau Pejabat yang
ditunjuk.

Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pg@a (1), tidak tercapai dapat
dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidaaapun secara perdata.

Penyelesaian sebagaimana dimaksud pad#&2yditakukan oleh Biro Hukum dan atau
Lembaga hukum yang ditunjuk

(4) Biaya........



(4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengiiel@kasikan dalam APBD.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ma&katéran Daerah Nomor 2 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerahjaegayang mengatur tentang
Pengeloaan barang daerah dinyatakan dicabut dgali&tlaku lagi.

(2) Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentamgelmaan barang Daerah yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatadaaberlaku lagi

Pasal 97

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daergls@panjang mengenai pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 98
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkargyretangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Januari 0920

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ASISTEN PEMERINTAHAN

A.MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 3

31



